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ABSTRAK 

Mustafaenal Ahyar. Tinjauan Hukum Tindak 

Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Di 

Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistematika 

Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana 

Penganiyaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang   

Dalam Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj (2) 

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Berat Yang Mengakibatkan 

Kematian Seseorang  Dalam Kasus Putusan Nomor 

29/Pid.B/2019/PN Snj.Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Hukum yang 

menangani perkara ini. Adapun metode pengumpulan data 

yaitu dengan wawancara dan dokumentasi sehingga analisis 

datanya  menggunakan collection data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan 

Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang 

Mengakibatkan Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai.Penerapan hukum pidana pada 

putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Penuntut umum 

menggunakan dakwaan berlapis yaitu pada pasal 338 dan 354 

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-

unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta 

dipersidangan.Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Berdasarkan fakta 

dipersidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan 

tindak pidana pemganiyaam berat yang mengakibatkan 

kematian. Majelis hakim pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan 
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pidana selama (7) tujuh tahun dan membebaskan dakwaan 

primair penuntut umum. Dengan memperhatikan keterangan-

keterangan saksi yang dapat memberatkan dan meringankan 

terdakwa. 

. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Posmodern telah mengubah paradigma orientasi 

manusia terhadap dunia dan kehidupan. Perubahan 

orientasi, diperlihatkan pada sikap dan prilaku sebagai 

gaya hidup (life style) seseorang, masyarakat, dan 

bangsa. Perubahan gaya hidup adalah suatu totalitas dari 

berbagai tata cara adat dan kebiasaan, serta mentalitas 

dari suatu individu, atau golongan sosial yang secara 

Radhakhrisna mengatakan "manusia diabad sekarang 

sedang berhadapan dengan fenomena kehidupan yang 

serba krisis dan kritis". Beliau merasa trenyuh melihat 

peristiwa kemanusiaan diabad ini, dan berkata 

"sepanjang sejarah manusia, belum ada tempat 

sedemikian banyak manusia yang harus menanggung 

beban atau penderitaan seperti penganiayaan yang 

sangat luar biasa, dan penderitaan batin yang sangat 

berat. Dunia dikoyak oleh kesalahpahaman, kebencian, 

dan perselisihan. Atmostir dipenuhi dengan suasana 

kecurigaan dan, ketidakpastian, serta ketakutan".  
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menyeluruh memengaruhi kehidupannya 

sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi menjadikan dunia Nemakin sempit dan 

transparan (telanjang). Kemajuan iptek dan informasi 

telah mengakibatkan terjadinya silang budaya dan 

peradaban antar bangsa begitu cepat dan dinamis.(S, 

2019) 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang 

kompleks. Oleh karena itu, dalam realitas sosial 

terdapat berbagai perspektif terkait suatu peristiwa 

kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. 

Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap 

ditemukan, baik di negara maju maupun di negara 

berkembang, hanya saja beda jumlahnya. 

 Kejahatan tidak lahir dengan sendirinya. Bisa 

dikatakan, kejahatan merupakan 'penyimpangan 

tingkah-laku' oleh individu masyarakat terhadap aturan 

yang disepakati. Tingkah prilaku atau pola aturan 

individu terpengaruh oleh beberapa hal, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur 

yang mempengaruhi, antara lain; a. Kepentingan atau 

interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan 

bertindak; b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, 
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madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah 

dan sebagainya, c. Nilai-nilai sosial; d. Norma-norma; 

e. Status; f. Peran. Semua unsur dalam posisi saling 

terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi 

tingkah-lakunya.(Rosyadi, 2020) 

Ubi societas ibi tus, dimana ada masyarakat, 

disitu ada hukum. Setiap negara dan bangsa di dunia ini 

tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni 

hukum yang dibuat oleh pemerintahnya maupun 

masyarakatnya sendiri yang harus pula dipatuhi oleh 

pemerintah dan masyarakat tanpa membeda-bedakan 

golongan, dan suku. Keberadaan negara sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena kalau 

tidak ada negara maka tidak ada kehidupan manusia 

secara berkelompok. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Rosseau bahwa negara menjadi satu-satunya 

bentuk kehidupan berkelompok atau pergaulan hidup 

yang diyakini dapat menjadi- kan manusia lebih 

manusiawi dan hidup baik. Inilah yang menjadi alasan 

atau bukti sehingga ada yang beranggapan bahwa 

negara merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang 

lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk kehidupan 

berkelompok lain Kehidupan bernegara tidak dapat 
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hidup berkelompok secara teratur tertib, yang menjadi 

keamanan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam 

hubungan kehidupan berkelompok dalam suatu negara 

tersebut tanpa ada hukum yang mengaturnya. Oleh 

karena itu, lahir ide negara hukum yang merupakan 

suatu gagasan suatu bentuk negara yang ideal yang 

diidamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam suatu negara. Sehingga 

dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan 

bernegara.  

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan 

adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap 

prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah 

diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum 

terwujud dalam pembentukan norma hukum secara 

hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. 

Adapun secara empiris terwujud dalam perilaku 

pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada 

aturan hukum yang berlaku.(Tomalili, 2018) 

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)  

merupakan sumber pokok hukum pidana materil, yang 
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memuat tentang aturan-aturan tindak pidana tertentu. 

Aturan umum dimuat dalam buku I, buku II tentang 

kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. 

Salah satu yang di atur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II Bab XX 

tentang penganiayaan pasal 351 yang berbunyi: 

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 

bersalah di ancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. 

4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja 

merusak kesehatan. 

5. Percobaan untuk melakukan kejahataan ini tidak 

dipidana. 

Pada dasarnya pengertian tentang penganiayaan 

tidak di jelaskan dalam KUHP, hanya dijelaskan 

mengenai unsur-unsurnya serta hukuman pidananya. 

Dinegara kita hampir setiap hari terjadi penganiyaan 

baik yang disengaja atau karna kelalaian. Penganiayaan 
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sering terjadi hanya karna masalah sepele, misalnya 

hanya karna bersenggolan atau hanya karna tersinggung 

dengan perkataan si korban. Sering kali juga 

penganiayaaan terjadi sebab dendam lama yang 

menjadikan pelaku berencana untuk melakukan 

penganiyaan si korban.(Sari, n.d.) 

Salah satu contoh penganiyaan yang terjadi di 

kabupaten Sinjai yaitu kasus penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian korban di desa Aska. 

Peristiwa itu bermula ketika pelaku hendak mengambil 

jerami disawah, tiba-tiba si korban berlari ke arah 

pelaku dan mengayungkan parang panjang ke pelaku 

dan mengenai kepalanya. Hal ini dipicu akibat ayam 

korban mati keracunan setelah masuk di sawah milik 

pelaku. Kemudian pelaku melakukan perlawanan diri 

dan menjadikan korban tewas. 

Dalam kasus putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN 

Snj. Menyatakan bahwa terdakwa Kayung Bin Sakka 

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana 

diatur dan diancam pidana ketentuan pasal 338 KUHP. 

Tapi terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat 



7 

 

 
 

yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana menurut ketentuan pasal 354 ayat (2) 

KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) 

tahun. 

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa pelaku 

melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang 

mengakibatkan kematian akibat dari pembelaan diri, 

namun tetap dikenakan hukuman pidana. Hal ini lah 

yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Tindak 

Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan 

Kematian Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang diatas, 

maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai 

tinjauan hukum terhadap tindak pidana penganiyaan 

berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska 

kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis penerapan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan yang 
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mengakibatkan kematiaan di  Desa Aska kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?  

2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa 

pemidaanaan terhadap tindak pidana penganiayaan 

berat yang mengakibatkan kematian di Desa Aska 

kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat 

yang mengakibatkan kematiaan di Desa Aska 

kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

berupa pemidanaan terhadap tindak pidana 

penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian 

di desa Aska kecamatan Sinjai selatan kabupaten 

Sinjai.  

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 
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1. Teotritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan 

ilmu hukum  

b. Dapat menanmbah wawan keilmuan di bidang 

hukum pada fakultas ekonomi dan hukum islam 

institut agama islam muhammadiyah sinjai. Dan 

memberi manfaat terhadap para akademisi 

maupun masyarakat umum serta dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang 

hukum pidana. 

2. Praktis 

Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi 

di prodi hukum pidana islam dan mendapatkan gelar 

sarjana hukum (SH) di IAI Muhammadiyah Sinjai. 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu 

reverensi untuk penelitian selanjutnya.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hukum Pidana  

Hukum pidana merupakan hukum yang 

memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap 

kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju 

kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang 

didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan 

tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 

boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita 

sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan 

sanksi. Yang membedakan hukum pidana dan hukum 

lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang 

bersifat negative yang disebut sebagai pidana 

(hukuman). Bentuknya bermacam macam dari dipaksa 

diambil hartanya karena harus membayar denda, 

dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau 

penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika 

diputuskan dijatuhi pidana mati.(Zuleha, 2017) 

Delik atau tindak pidana dalam bahasa Belanda 

strafbaar feit . Selain dari pada istilah strafbaar feit 

dalam bahasa belanda dipakai juga dalam istilah lain, 
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yaitu delict yang berasal darai bahasa latin delictum, 

dalam bahasa indonesia juga dipakai istilah delik. 

(Hasma, 2020) 

Bila kita mendengar kata-kata "pidana", 

mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal 

yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang 

benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna 

pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan 

pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan 

terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi 

kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh 

perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang 

dilakukannya sendiri. 

Coba perhatikan skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

Skema sederhana tersebut Menggambarkan 

bahwa tindakan pidana adalah diakibatkan oleh 

perbuatan atau tindakan atau sikap yang merugikan 
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orang lain. Tetapi apakah perbuatan tersebut betul-betul 

dapat merugikan orang lain atau tidak? dan apakah 

perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang 

dipidana atau tidak? itulah yang dipelajari oleh hukum 

pidana 

Sehingga pengertian sederhana dari hukum 

pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan 

yang mengandung keharusan dan larangan terhadap 

pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa 

siksa badan. 

 

 

Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan 

bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang 

keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi 

orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut 

diancam dengan siksa badan. Berikut penulis jelaskan 
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beserta contoh-contoh sehingga pembaca bisa 

memahaminya.  

Pertama, tentang peraturan-peraturan. Peraturan 

atau lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar dari 

setiap tindakan hukum seseorang. Untuk itulah 

kedudukan undang-undang sangat penting. Sedangkan 

aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dan 

disingkat KUHP. Tentang KUHP ini nanti akan diulas 

dalam bahasan tersendiri.  

Kedua, tentang keharusan dan larangan. 

Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus 

mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan 

dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap 

subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah 

dilarang dalam undang-undang.  

Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan 

sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman 

badan. Ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia 

adalah pidana kurungan atau penjara.(Gunadi & Efendi, 

2015) 

Subjek hukum adalah subjek yang dapat 

melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terbagi ke 
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dalam subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana. 

Subjek hukum perdata adalah subjek yang dapat 

melakukan perbuat- an perdata, baik perbuatan yang 

menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata. 

Dalam hukum perdata, sejak ratusan tahun yang 

lampau, telah diakui tanpa diperselisihkan bahwa subjek 

hukum perdata adalah "manusia" (individu atau orang 

perseorangan) dan "badan hukum".  

Dalam bahasa Inggris istilah "manusia" dikenal 

istilah "natural person", sedangkan istilah "badan 

hukum" dikenal sebagai "legal person". Di dalam 

hukum perdata, badan hukum (legal person) bertindak 

melalui pengurus badan hukum tersebut. Tegasnya, 

pengurus badan hukum bertindak mewakili karena itu 

untuk dan atas nama badan hukum yang dipimpinnya. 

Dengan demikian, misalnya dalam melakukan 

perjanjian, badan hukum perdata dalam membuat 

perjanjian diwakili oleh pengurus badan hukum yang 

bersangkutan.(Sjahdeini, 2017) 

Secara umum Hukum Pidana dapat ditemukan 

dalam beberapa sumber hukum yakni:  

1. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber 

utama hukum pidana Indonesia terdiri atas: 
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a. Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I bagian Umum, 

Buku II tentang                                                  

kejahatan, Buku l tentang Pelanggaran. 

b. Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan 

terhadap      KUHP. Penjelasan ini tidak seperti 

penjelasarn dalam perundarng-undangan 

Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama 

rancangan KUHP pada tweede kamer (parlemen 

Belanda) pada Tahun 1881 dan diundangkan 

Tahun 1886. 

KUHP sendiri pun telah mengalami banyak 

perubahan maupun pengurangan. Dengan 

demikian undang-undang yang mengubah 

KUHP juga merupakan sumber hukum pidana 

Indonesia.  

2. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak 

pidana khusus, seperti Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 

Narkotika, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT).  

3. Beberapa yurispudensi yang memberikan makna 

atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum 
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pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud 

dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan 

Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya 

hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak 

pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak 

pidananya. Dalam salah satu yurispudensi dijelaskan 

bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat 

perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan 

tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. 

Selain itu Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan 

bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja 

merusak kesehatan orang lain. Yurispudensi Nomor 

Y.I.I/1972 mengandung kaidah hukum tentang 

hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni 

bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang 

sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya 

berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas 

hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum 

sebagaimana misalnya faktor yakni, negara tidak 

dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa 

tidak mendapat untung. 

4. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang 

dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat 
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yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat 

(hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai 

hukum yang hidup (The living law). Keberadaan 

hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU 

Darurat No.I Tahun 1951 Pasal 5 9. ayat (3) Sub 

b.(Suyanto, 2018) 

 

 

B. Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan 

strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak 

pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini 

banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak 

pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana 

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi 

yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.  

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian 

gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 

untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak 

berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. 

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak 
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berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan 

pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada 

pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, 

ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai 

sanksi.  

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk 

undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah 

tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah 

tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh 

pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto 

diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-

undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak 

pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah 

mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.  

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai 

definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang 
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bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 

diharuskan oleh hukum).(Prasetyo, 2018) 

Diakuinya hukum yang hidup sejalan dengan 

prinsip monodualistik yang menjadi asas/landasan/dasar 

dalam penentuan delik. Dengan kearifan hakim maupun 

penegak hukum lain, diharapkan penerapan hukum 

dilakukan secara cermat dan hati-hati. Suatu perbuatan 

yang dilarang tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang akan tetapi juga bersifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid). Sebaliknya suatu delik dapat 

hilang karakteristiknya sebagai tindak pidana dengan 

dianutnya asas melawan hukum materiil dengan fungsi 

negatif. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa: "Untuk 

dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan 

tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan 

perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau 

bertentangan dengan hukum yang hidup dalam 

masyarakat".  

Pengertian Tindak Pidana 

(strafbaarfeit/delict/criminal act) yang selama ini 

dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas 

dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: 

"Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
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melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana". Ketentuan ini 

menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin 

Hukum Pidana salah satunya penggolongan delik atas 

delik sengaja (dolus)dan delik kealpaan (culpa), yakni 

tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan 

kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak 

berbuat tersebut merupakan tindak pidana (culpos 

delicten).  

Dalam rangka penegakan hukum, sering 

dipertentangkan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Padahal kedua nilai tersebut merupakan nilai antinomi, 

sehingga tidak mungkin satu nilai meniadakan nilai 

lainnya. Kepastian hukum yang terlalu kaku, 

mengakibatkan keadilan menjadi tergeser. Delik 

overspel, tidak merupakan tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka 

dan tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, itu 

merupakan kepastian hukum, tapi merupakan tindakan 

yang melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, konsep 

menegaskan melalui Pasal 12 hakim dalam mengadili 

suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya 
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hukum dan keadilan. Jika antara keduanya terdapat 

pertentangan, hakim harus mengutamakan keadilan. 

Ketentuan ini mengakhiri kontroversi antara nilai 

kepastian hukum dengan keadilan.(Zaidan, 2015) 

"Tindak pidana" dalam hukum pidana berbeda 

dengan melawan hukum dalam hukum perdata. 

Membedakan antara keduanya, yaitu antara "tindak 

pidana" dan "perbuatan melawan hukum" yang di dalam 

istilah bahasa Belanda disebut "onrechtmatige daad" 

dan bahasa Inggris disebut "tort", tidaklah mudah. Hal 

ini diakui pula oleh Gary Scanlan dan Cristopher Ryan." 

Baik tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum, 

keduanya adalah perbuatan yang salah (wrong doing) 

menurut ketentuan hukum. Baik tindak pidana maupun 

perbuatan melawan hukum, masing-masing merupakan 

pelanggaran terhadap larangan hukum (commision), 

atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum 

(omission). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan 

petaka pidana (criminal harm) sebagaimana menurut 

rumusan tindak pidana dari suatu aturan tindak pidana, 

maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana 

(criminal conduct), baik berupa tindak pidana komisi 

atau tindak pidana omisi.(Sjahdeini, 2017) 
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Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang 

lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di 

dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur 

tindak pidana, yaitu:  

1. Unsur objektif. 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu 

dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan 

si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:  

a. Sifat melanggar hukum.  

b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan 

sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan 

jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 

perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 

Pasal 398 KUHP. 

c. Kausalitas 

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 

akibat. 

2. Unsur subjektif. 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si 

pelaku, atau yang   dihubungkan dengan diri si 
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pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 

dari:  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 

culpa).  

b. Maksud pada suatu percobaan, seperti 

ditentukan dalam Pasal 53           ayat (1) 

KUHP.  

c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 

kejahatan-           kejahatan pencurian, 

penipuan, pemerasan, dan sebagainya.  

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum 

dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan 

yang direncanakan terlebih dahulu.  

e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 

308 KUHP.  

f. Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua 

masalah yang menyebabkan perbedaan 

pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. 

Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah 

ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak 

lain berpendapat bukanlah merupakan unsur 

tindak pidana, masalah tersebut adalah:  
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1) Syarat tambahan suatu perbuatan 

dikatakan sebagai tindak pidana 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid); 

contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 

KUHP.  

2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang 

telah melakukan tindak pidana (V waarden 

van vervolg baarheid); contoh Pasal 310, 

315, dan 284 KUHP. 

Sebagian besar sarjana berpendapat, 

bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak 

pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat 

timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain 

yang berpendapat ini merupakan unsur tindak 

pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi 

maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.  

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur 

atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).  

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat 

seorang PNS tidak terpenuhi maka secara 

otomatis perbuatan pidana seperti yang 

dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin 
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ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan 

pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika 

pelakunya adalah seorang PNS. 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai 

perbuatan.  

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa 

penghasutan itu harus dilakukan di muka 

umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan 

yang harus menyertai perbuatan penghasutan 

tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan 

tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat 

dianggap melakukan perbuatan pidana yang 

dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan 

tambahan tadi ancaman pidananya lalu 

diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) 

KUHP tentang penganiayaan diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut 

menimbulkan luka berat ancaman pidananya 

diberatkan menjadi lima tahun dan jika 

menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun 
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d. Unsur melawan hukum yang objektif.  

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada 

keadaan lahir atau objektif yang menyertai 

perbuatan. 

 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati 

seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. 

Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat 

kalimat "dengan maksud" kalimat ini 

menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya 

perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, 

tetapi tergantung pada niat seseorang 

mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, 

contohnya mengambil barang untuk kemudian 

dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan 

tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat 

hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk 

dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan 

pemiliknya menurut hukum, maka hal itu 

dilarang dan masuk rumusan 

pencurian.(Prasetyo, 2018) 

C. Tindak Pidana Penganiayaan 
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Secara etimologis penganiayaan berasal dari 

kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai 

perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan 

sebagainya.Menurut Hilman Hadikusuma  memberikan 

pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau 

penindasan, sedangkan yang di maksud dengan 

penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang 

dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya 

terhadap teraniaya. 

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab 

XX mulai Pasal 351sampai dengan Pasal 358 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian 

dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu 

penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud 

dengan penganiayaan, oleh  karena tidak adanya 

pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini 

maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam 

membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman 

pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang 

merumuskan bahwa yang dimaksud denga 

penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada 

badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana 

dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana 
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dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: 

penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan 

berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih 

dahulu. 

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut 

diatas Rusli Effendi, menegaskan bahwa, Dahulu masih 

dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan 

dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini 

pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan 

dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan 

saja yaitu berat ringannya ancaman pidana. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut 

J.M.Van Bammel  menegaskan bahwa untuk 

menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk 

penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan 

perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, 

dilarang. Kekeculian dari larangan menurut hukum 

pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana 

dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran 

yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan 
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tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, 

perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti 

bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai 

dokter, demikian pula berdasarkan izin sikorban 

sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti 

olahraga tertentu (pertandingan tinju); 

2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya 

kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana 

si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, 

bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar 

pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan 

suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan. 

3. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling 

(penganiayaan) telah menyatakan bahwa 

mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak 

senang itu terjadi secara melawan hukum, dan 

bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan 

dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh 

dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu 

tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga 

hakim harus membebaskanterdakwa. 

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya 

tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga 
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kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut J.M.VanBemmelen 

menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan 

sebagai rasasakit.  

R.Soesilo lebih lanjut menguraikan bahwa 

penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan 

dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut 

atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang 

dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter 

sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi 

perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada 

maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan 

tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu 

nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa 

sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk 

penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar 

anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu 

apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang 

diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi 

dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau 

seorang bapak mengajar anaknya denga memukul 

memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, 

maka perbuatan itu dianggap pula sebagai 
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penganiayaan.  Dalam hal tindak pidana penganiayaan 

Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa: 

Tidak selalu diperlukaan adanya luka tertentu, 

tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan 

untuk adanya penganiayaa Menurut H.Rbahwa, dalam 

kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. 

Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian 

luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan 

lain yang diperbolehkan.(Wadab, 2014) 

1. Unsur-unsur penganiyaan 

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan 

merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam 

tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan 

harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai 

maksud (qpzet alsogmerk). Namun demikian 

patut menjadi catatan, bahwa sekalipun 

kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan 

itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar 

akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut 

juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai 

kemungkinan terhadap akibat. Artinya 



32 

 

 
 

kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap 

unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai 

maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, 

bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya 

dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara 

terhadap perbuatannya sendiri haruslah 

merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu 

haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan 

oleh pelakunya sebagai perbuatan yang 

dikehendaki atau dimaksudkannya. 

b Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan 

unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah 

aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia 

menggunakan anggota tubuhnya untuk 

melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan 

Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan 

yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam 

bentuk memukul, menendang, mencubit, 

mengiris, membacok, dan sebagainya. 

c Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 

1). Membuat perasaan tidak enak; 

2). Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang 

tidak menampakkan perubahan pada tubuh 
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3). Luka pada tubuh, menampakkan perubahan 

pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan. 

4). Merusak kesehatan orang.(Fitriani, 2015) 

 

2. Jenis-jenis penganiyaan 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh 

pada KUHP disebut "penganiayan." Penganiayaan 

yang diatur KUHP terdiri dari: 

a Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 

KUHP yang dirinci atas: 

1). Penganiayaan biasa 

2). Penganiayaan yang mengakibatkan luka 

berat. 

3). Penganiayaan yang mengakibatkan 

orangnya mati. 

b Penganiayaun ringan yang diatur Pasal 352 

KUHP. 

c Penganiayan berencana yang diatur Pasal 353 

KUHP, dengan rincian sebagai berikut: 

1). Mengakibatkan luka berat. 

2). Mengakibatkan orangnya mati. 

d Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 

KUHP dengan rincian sebagai berikut: 
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1). Mengakibatkan luka berat 

2). Mengakibatkan orangnya mati. 

e Penganiayaan berat dan berencana yang diatur 

Pasal 355 KUHP dengan rincian sbb.: 

1). Penganiayaan berat dan berencana. 

2). Penganiayaan berat dan berencana yang 

mengakibatkan orangnya muti.228| 136). 

Selain itu, diatur pula pada Bab XX 

(penganiayaan) Pasal 358 KUHP, orang-orang yang 

turut pada perkelahian penyerbuan/penyerangan 

yang dilakukan beberapa orang. Hal ini sangat mirip 

dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada 

umumnya adulah penggunaan kekerasan di muka 

umum. 

a Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP 

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut: 

1). Penganiayaan dihukum dengan hukaman 

penjara selama lamanya dua tahun delapan 

bulan atau dendu sebanyak-banyaknya tiga 

ratus rupiah. 

2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, 

yang bersalah dihukum dengan hukuman 

penjara selanma-lamanya lima tahun. 
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3). Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, 

yang bersalah dihukum penjara selama-

lamanya tujuh tahun. 

4). Dengan penganiayaan disamakan merusak 

kesehatan orang dengan sengaja. 

5). Percobaan dalam melakukan kejahatan ini 

tidak boleh dihukum.  

Sebagian pakar menyebut "luka parah" 

dan tidak tepat memakai kata "berat" pada luka 

karena pada umunya luka berat dimaksudkan 

untuk menyatakan ukuran. Pada Pasal 90 KUHP 

"luka berat" diartikan sebagai berikut: 

1). jatuh sakit atau mendapat luka yung tidak 

memberi harapan akan sembuh sama 

sekali, atan yang menimbulkan bahaya 

maut; 

2). Tidak mampu terus menerus untuk 

menjalankan tugas jabatan utau pekerjaan 

pencarian; 

3). Kehilangan salah satu pancaindra: 

4). Mendapat cacat berat (wrminking) 

5). Menderita sakit lumpuh; 
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6). Terganggu daya pikir selama empat 

minggu lebih; 

7). ugurnya atau matinya kandungan 

seseorang perempuan. 

b Penganiayaan Ringan 

Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya 

sebagai berikut: 

1). lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 

dan 356 penganiayaan yang tidak 

menyebabkan sakit atau halangan untuk 

menjalankan jabatan atau pekerjaan, 

dihukum sebagai penganiayaan ringan 

dengam hukuman penjara selama-lamanya 

tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

tiga ratus rupiah.Hukuman itu boleh 

ditambah sepertiga bagi orang yang 

melakukan kejahatan itu terhadap orang 

yang bekerja padanya atau yang di bawah 

perintahnya. 

2). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini 

tidak boleh dihukum. 

c Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih 

Dahulu 
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Hal ini diatur Pasal 353 KUHP yang bunyinya 

sebagai berikut: 

1). Penganiayaan dengan sudah direncanakan 

lebih dahulu dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya empat tahun. 

2). Jika perbuatan itu berakibat luka berat, 

yang bersalah dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

3). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, 

yang bersalah dihukum dengan hukumun 

penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

M.H. Tirtaumidjaja mengartikan 

"direncanakan lebih dahulu" dengan "Ada suatu 

jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan 

tenang." Sedangkan Mahkamah Agung 

berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 

tanggal 20 September 1985 mengartikan 

"direncanakan lebih dahulu" dengan "Tidak 

diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara 

saat perencanaan itu timbul dengan saat 

perbuatan dilakakan. Hal ini dapat disimpulkan 

dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta 
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alat yang digunakan untuk melaksanakan 

perbuatan itu." 

d Penganiayaan Berat 

Hal ini diatur Pasal 354 KUHP yang bunyinya 

sebagai berikut: 

1). Barangsiapa dengan sengaja melukai berat 

orang lain dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya delapan tahun, 

2). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, 

yang bersalah dihukum dengan hukumun 

penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 

e Penganiayaan Beratdan Berencana 

Hal ini diatur Pasal 355 KUHP yang berbunyi: 

1). Penganiayaan berat dengan direncanakan 

terlebih dahulu. dihukum dengan hukumun 

penjara selama-lamanya dua belas tahun. 

2). Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, 

yang bersalah dihukum dengan hukuman 

penjara selama lamanya lima belas 

tahun.(Thori, n.d.) 

D. Penelitian Yang Relevan 

1. NURINDAH EKA FITRIANI (B111 13 590). 

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan 
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Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat 

(Studi Kasus Putusan Nomor 

7/Pid.Sus/2015/PN.Tka),dibawah bimbingan Prof. 

Dr.H.Muhadar,SH.,MS sebagai Pembimbing I dan 

Dr.Hj.Haeranah, S.H.,MH. Sebagai Pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan hukum pidana materil dan formiil dalam 

Putusan Nomor 

7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.Sertamengetahui 

pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 

7/Pid.Sus/2015/PN.Tka. Penelitian ini dilaksanakan 

di Pengadilan Negeri Takalar dan di Perpustakaan 

Fakultas Hukum Perpustakaan Pusat Universitas 

Hasanuddin,metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh 

baik data primer maupun data sekunder melalui 

wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis 

kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Universitas 

Hasanuddin dan di Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa: Penerapan hukum pidana materiil pelaku 

tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang 

mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh 

terdakwa Muh. Pebri Rahmadani Syam Bin 
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Syamsuddin telah sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku.Jaksa penuntut umum sudah sangat 

tepat,dengan mengajukan terdakwa ke persidangan 

dengan altematif,dengan melanggar Pasal 80 ayat 

(2) UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi 

unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam surat dakwaan surat dakwaan yang 

disusun secara yaitu setiap orang,melakukan 

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan,atau 

penganiayaan terhadap anak. Akan tetapi, dalam 

ketentuan pidana formiil terdakwa tidak didampingi 

oleh penasihat hukum yang bertentangan dengan 

Pasal 56 KUHAP. Pertimbangan hukum oleh hakim 

dalammenjatuhkan pidana putusan dengan perkara 

nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana 

putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti 

berupa hasil Visum et Repertum, keterangan para 

saksi yang dihadirkan dalam persidangan. 

2. ACHMAD RIFAI (B11113140) "TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
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KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN 

KEMATIAN" (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 

213/PID.B/2015/PN. WTP). Di bawah bimbingan 

(Bapak Andi Muhammad Sofyan) sebagai 

pembimbing I dan (Ibu Audyna Mayasari Muin) 

sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum 

pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak 

pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pustaka (library research) dan penelitian lapangan 

(field research) dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu 

kajian terhadap peraturan perundangan-undangan. 

Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh lansung dari objek penelitian dilapangan 

dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di 

Pengadilan Negeri Watampone. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu, Penerapan hukum pidana 
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materil dalam perkara ini tidak tepat. Dengan alasan 

Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP tentang Kejahatan 

Terhadap Ketertiban Umum ini tidak berkesesuaian 

dengan perkara ini. Penulis berpendapat dalam 

perkara ini lebih tepatnya mendakwakan dengan 

tindak pidana Penganiayaan Berat Pasal 354 ayat (2) 

jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan 

keputusan, menurut penulis sudah sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku. karena berdasarkan tiga 

alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat 

berupa Visum et Repertum, keterangan terdakwa 

beserta barang bukti dan tidak adanya alasan 

penghapusan pidana. 

Adapun persamaan dari penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan disusun peneliti adalah 

sama-sama membahas tentang tindak pidana 

penganiyaan berat. Sedangkan perbedaanya terdapat 

bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 

materiil dan formil pada kasus yang diteliti. Sedangkan 

peneliti bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 

hakim dalam menentukan perkara yang diteliti. 

Kemudian pada penelitian Achmad Rifai menggunakan 
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metode penelitian pustaka sedangkan peneliti sendiri 

menggunakan metode penelitian kualitatif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan 

yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian 

yang dilakukan untuk mempelajari, menerangkan 

atau mengiterpretasikan suatu kasus dalam 

konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi 

dari luar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif.  Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan 

statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif 

prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti 

secara mendalam.(Rukajat, 2012) 

B. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional pada penelitian ini 

adalah tindak pidana penganiyaan berat yang 
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mengakibatkan kematian orang lain di desa Aska 

kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai. 

C. Subjek dan Objek 

1. Subjek 

Subjek pada penelitian ini adalah Aparat 

Hukum yang menangani perkara tersebut serta pihak 

masyarakat yang melihat atau mengetahui perkara 

tersebut. 

2. Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah tindak 

pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan 

kematian di desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Interview/wawancara 

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan 

data apa bila ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.(Sugiyono, 2018) 

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan 
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dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur 

berbagai dimensi wawancara itu antara lain 

pertanyaan yang diajukan telah di tentukan bahkan 

kadang-kadang juga jawabnnya, demikian pula 

lingkup masalah, sehingga benar-benar 

dibatasi.(Nasution, 2017) 

2. Dokumen 

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen,  baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik(Sukmadinata, 2012) 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

penelitian. 

1. Panduan wawancara, seperti daftar pertanyaan 

wawancara yang disusn untuk digunakan pada saat 

melakukan wawancara dilapangan. 

2. Alat dokumentasi berubah kamera, vidio atau 

perekam suara. Sebagai instrumen penelitian alat 

rekam mempermudah peneliti melakukan 

pemgumpulan data. 
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F. Keabsahan Data 

1. Triangulasi Sumber 

Tringulasi sumber untuk menguji kredibulitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Tringulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di 

cek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner.(Wijaya, 2018) 

G. Tehnik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian 

peneliti melakukan analisis data yang melalui beberapa 

tahap yaitu collection data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

1. Collection Data 

Setelah melakukan penyusunan rancangan 

penelitian, langkah selanjutnya adalaha 

pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan 

kegiatan mencari data dilapangan yang akan 

digunakan untuk menjawab permasalahan 
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penelelitian. Oleh karena itu, validitas instrumen 

pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data 

sangat diperlukan untuk memperoleh data yang 

berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen 

pengumpul data, semakin valid juga data yang 

diperoleh.(Maryati & Juju, 2006) 

2. Reduksi Data 

Setelah peneliti memperoleh seluruh data dari 

berbagai sumber yakni dari hasil wawancara , 

observasi, maupun studi dokumentasi, kemudian 

peneliti melakukan tahapan awal dalam 

menganalisis data yaitu mereduksi kata. Reduksi 

kata dilakukan untuk menyeleksi dan memfokuskan 

data yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

3. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi kata, tahap selanjutnya 

yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk teks naratif yang fungsinya 

untuk menjelaskn, mendeskripsikan, meringkas dan 

menyederhanakan data yang kompleks. Selain itu, 

dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, grafik 

dan tabel agar pembaca lebih mudah dalam 
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memahami isi dari penelitian. Penyajian data 

tersebut bertujuan untuk memperkuat data hasil 

penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam analisis data yaitu melakukan 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. 

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak peneliti 

melakukan  reduksi data dan penyajian data, 

kemudian dikaji secara berulang-ulang agar 

diperoleh penarikan kesimpulan yang mantap dan 

sesuai  dengan fokus penelitian.(Sugiyono, 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sinjai 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai 

Pengadilan Negeri Sinjai sudah ada sejak 

zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu 

Pengadilan Negeri Sinjai masih dikenal dengan 

nama landrat, dan dipinpin oleh seorang ketua yang 

dikenal dengan tuan Petoro. Setelah Indonesia 

merdeka, sejak tahun 1960-an Barulah landrat 

berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Ekonomi. 

Pada saat 1982 peresmian Pengadilan Negeri Sinjai 

yang diresmikan oleh Dirjen Kemengkunham 

SulSelRa dan peresmian gedung baru yang beralamt 

di Jl. Jenderal Sudirman  No. 1 Sinjai. 

Pengadilan Negeri Sinjai telah dipinpin oleh 

beberapa ketua diantaranya: 

a. B. Jamaluddin Tahun 1950 s/d 1976 

b. Hamire Tahun 1973 s/d 1974 

c. C.H. Salam Basyar Tahun 1974 s/d 1984 

d. J.R Rante Padang Tahun 1985 s/d 1990 

e. Ketut Jitarana, S.H., M.H. Tahun 1990/ s/d 1993 
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f. Yahya Mustafa Mampa, S.H., Tahun 1994 s/d 

1995 

g. Soewarli Wardja Soedarta, S.H. Tahun 

1995/2000 

h. Hj. Sugiang  Sukirman, S.H. Tahun 2000 s/d 

2002 

i. Ahmad gaffar, S.H., M.H.  Tahun 2002 s/d 2005 

j. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. Tahun 2005 s/d 

2006 

k. Hartomo, S.H. Tahun 2006 s/d 2009 

l. Suko Priowidodo, S.H. Tahun 2009 s/d 2011 

m. Ibrahim Palino, S.H. Tahun 2011 s/d 2013 

n. Judijanto Hadi Laksana, S.H. Tahun 2013 s/d 

2015 

o. DR. Hasanuddin, S.H., M.H. Tahun 2015 s/d 

2016 

p. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. Tahun 2018 s/d 

2019 

q. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. 

Tahun 2019 sampai sekarang. 

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan 

Negeri Sinjai karena hasil akhir dari kasus  yang 

penulis teliti bertitik pada pengadilan. Hal ini juga 
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memudahkan penulis bisa melakukan wawancara 

langsung dengan para hakim, yang mana hakim 

merupakan penentu terhadap putusan yang akan 

diberikan terhadap suatu perkara,  serta dokumen-

dokumen yang diperlukan oleh penulis hampir 

semua ada di Pengadilan. Hal inilah menjadi 

landasan penulis sehingga melakukan penelitian di 

Pengadilan Negeri Sinjai.(Sejarah Pengadilan 

Sinjai, 2021) 

2. Denah  Gedung Pengadilan Negeri Sinjai 

 

Denah lantai I Pengadilan Negeri Sinjai 

Denah lantai II Pengadilan Negeri Sinjai 
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B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan 

Kematiaan Di  Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai 

1. Posisi kasus 

Terdakwa dalam kasus ini bernama Kayung 

Bin Sakka, Seorang petani yang beralamat di Dusun 

Balakkale Desa Aska. Dimana ia merupakan 

terdakwa kasus penganiyaan berat yang 

mengakibatkan matinya seseorang, Baba bin 

Nurung  yang merupakan korban juga seorang 

petani dan kebetulan kebun mereka berdua 

berdekatan. 

Peristiwa terjadi dikebun milik korban di 

Dusun Batusongo yang  pada awalnya terdakwa 

hendak mengambil jerami untuk makanan 

ternaknya, ia meninggalkan rumahnya dengan 

membawa 1 parang panjang yang digunakan 

terdakwa untuk memarangi korban, satu sabit dan 1 

karung,  kejadian itu terjadi dikebun milik korban. 

Semua bermula ketika baba meneriaki siterdakwa 

sambil mengayungkan parang panjangnya hingga 

mengenai kepala korban, terdakwa sempat 
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menangkis serangan tersebut sebagai upaya 

membela diri. Karena refleks atau spontanitas 

terdakwa memarangi balik korban agar korban 

berhenti memarangi terdakwa. Akan tetapi, dari 

perbuatan tersebut mengakibatkan korban 

meninggal dunia. 

2. Dakwaan Penuntut Umum 

Terdakwa Kayung Bin Sakka dalam kasus  

tindak pidana penganiyaan berat yang 

mengakibatkan kematian di Desa Aska Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Pada hari sabtu 

tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita 

atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu ditahun 

2018 di Dusun Batusongo Desa Aska yang juga 

merupakan tanah milik korban. 

Pada awalnya terdakwa meninggalkan 

rumah menuju sawah milik Burairah untuk 

mengambil jerami, sesampainya disana ia 

memarkirkan motornya kemudian jalan kaki ke 

dalam kebunnya kemudian keluar lagi dan masuk 

kedalam kebun korban, pada saat itu korban berada 

di dekat rumah kebunnya sambil memegamg parang 

panjang, setelah terdakwa ingin meninggalkan 
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kebun milik korban tiba-tiba si korban berlari ke 

arah si terdakwa sambil berteriak dan 

mengayungkan parang panjangnya dan mengenai 

kepala bagian samping terdakwa, terdakwa sempat 

menangkis menggunakan sabit namun sabitnya 

jatuh ketanah kemudian terdakwa menarik parang 

panjangnya lalu mengayungkan kearah korban 

mengakibatkan korban mengalami luka yang 

menyebapkan korban meninggal dunia ditempat.  

Dari hasil visum yang dilakukan oleh dokter 

pada Rumah Sakit Umum Sinjai Kabupaten Sinjai 

pada tubuh korban ditemukan 6 luka robek: 

a. Luka terbuka dibagian mulut hingga rahang 

sebelah kanan 

b. Luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan 

c. Jari tengah, jari manis dan 2 jari kelingking 

terputus 

d. Luka terbuka pada leher 

e. Luka pada kepala 

f. Luka pada dada 

Akibat dari perbuatan itu jaksa penuntut 

umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 

sebagaimana dalam dakwaan primernya. Adapun 
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bunyi pasal 338 yaitu: Barangsiapa dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 

tahun.(Sinjai, 2019) 

Adapun keterangan terdakwa bahwa hal itu 

ia lakukan karna spontanitas (Terpaksa dilakukan) 

dengan tujuan membela diri dengan cara  melukai 

korban supaya korban berhenti memarangi atau 

melukai terdakwa dalam hal ini iya tidak ada niatan 

atau kesengajaan terdakwa membunuh korban. 

Setelah menjauh dari lokasi atau kebun milik 

korban, terdakwa menelfon istrinya bahwa telah 

diparangi oleh korban Baba lalu tidak lama 

kemudian ambulance datang menjemput terdakwa 

dan membawa terdakwa ke puskesmas Aska, 

terdakwa mengetahui bahwa korban Baba Bin 

Sakka meninggal akibat luka dan meninggal 

dikebun milik Hj.Norma. Dari pengakuan terdakwa 

maka perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam 

pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP 

sebagaimana dakwaan subsidairrnya penuntut 

umum. Salah satu hakim di Pengadilan Negri Sinjai 

mengatakan bahwa pembunuhan adalah suatu 
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perbuatan yang dengan sengaja ingin 

menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan 

penganiyaan adalah perbuatan yang hanya ingin 

melukai akan tetapi kadang mengakibatkan orang 

kehilangan nyawa.    

3. Tuntutan Penuntut Umum  

Dari hasil pernyataan kasus diatas maka 

jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa 

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah 

melakukan pembunuhan tapi terbukti secara sah 

melakukan tindak pidana penganiyaan berat yang 

mengakibatkan kematian sebagaimana dalam 

dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 354 ayat 

2 dengan pidana penjara 10 tahun penjara, dikurangi 

selama terdakwa ditahan selama terdakwa ditahan 

dan membayar beban perkara 5.000 (lima ribu 

rupiah). 

4. Amar Putusan  

Berdasarkan hasil putusan terdakwa setelah 

hakim melakukan beberapa pertimbangkan. Hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 

dimana penahanan dikurangi dari pidana yang 
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dijatuhkan dan meyakinkan atau membebaskan 

dakwaan primair penuntut umum. 

Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan 

dipersidangan salah satunya Mubasyyir Alias Acci 

Bin H. Muh. Bahar memberikan keterangan sebagai 

berikut; Pada saat kejadian ia berada didepan sebuah 

kios dan melihat keramaian didepan rumah Rozikan, 

ia langsung mendatangi rumah tersebut dan 

mengetahui bahwa Kayung habis diparangi oleh 

Baba, setelah mengetahui informasi dari istri 

terdakwa dia kemudian menuju tempat lokasi 

kejadian bersama mobil Ambulance, sesampainya 

disana ia melihat terdakwa dengan lumuran darah 

dibagian kepala dan muka sambil memegang parang 

panjang, saksi juga mengatakan bahwa dia yang 

memberikan kabar kepada keluarga Baba. 

Dalam uraian kasus diatas dapat disimpulkan 

bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada unsur 

kesengajaan melainkan pembelaan diri atau 

spontanitas agar korban berhenti memarangi 

terdakwa akan tetapi dari perbuatan tersebut 

mengakibatkan korban kehilangan nyawa  tanpa ada 

maksud tersebut. Namun, korban mendapatkan 
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luka-luka yang dapat diklasifikasian sebagai luka 

berat seperti pada pasal 90 KUHP yang 

menyebapkan korban Baba kehilangan nyawa, 

adapun dalam pasal 90 KUHP, menyebutkan bahwa 

luka berat sebagai berikut; 

a Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak 

diharapkan lagi kesembuhannya. 

b Tidak lagi mampu menjalankan tugas atau mata 

pencarian. 

c Salah satu panca indra hilang. 

d Mendapatkan cacat atau lumpuh. 

e Terganggu daya pikir selama empat minggu 

lebih. 

f Gugur atau matinya kandungan 

perempuan.(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, n.d.) 

Maka dalam hal ini terdakwa Kayung pun 

mengakui perbuatannya dan mampu bertanggung 

jawab, menyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana penganiyaan yang mengakibatkan matinya 

seseorang sesuai dengan dakwaan subsidair 

penuntut umum dan dijatuhi pidana. Sebagaimana 

telah terbukti dakwaan subsidiarnya dan tidak perlu 
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dipertimbangkan lagi, serta keterangan saksi dan 

barang bukti yang di hadirkan dipengadilan. 

Dengan ini majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai 

menyatakan bahwa terdakwa Kayung Bin Sakka 

terbukti secara sah telah melanggar pasal 354 ayat 

(2) KUHP. 

Adapun unsur-unsur dakwaan subsidiar 

dalam354 ayat 2 Kitab Undang-Undang seperti 

yang di dakwakan penuntut umum adalah 

Barangsiapa Dengan sengaja melukai berat yang 

mengakibatkan kematiaBahwa yang dimaksud 

unsur barangsiapa yaitu orang atau subjek hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, 

dalam kasus ini terdakwa atas nama Kayung Bin 

Sakka telah memenuhi unsur-unsur tersebut, 

kemudian unsur dengan sengaja melukai berat yang 

mengakibatkan kematian, setelah dilihat dari 

kejadian, keterangan saksi dan bukti-bukti yang 

dihadirkan, terdakwa Kayung Bin Sakka benar juga 

telah memenuhi unsur-unsur tersebut. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan telah melakukan pembunuhan tapi 
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terbukti secara sah melakukan tindak pidana 

penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian 

sebagaimana dakwaan subsidiarnya dalam pasal  

354 ayat (2), penulis mengharapkan terdakwa diberi 

hukuman sebagaimana mestinya atas perbuatannya.      

C. Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim 

Dalam Menjatuhkan Hukuman Berupa 

Pemidaanaan Terhadap Tindak Pidana 

Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan 

Kematian Di Desa Aska kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis 

hakim, dalam mengambil keputusan  hakim harus 

memperhatikan dan  mempertimbangkan satu persatu 

unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur yang terdapat di 

dalam pasal 354 ayat 2 sebagai berikut; 

1. Unsur barang siapa 

Dalam unsur barang siapa yang merupakan orang 

atau subjek hukum, dalam kasus putusan Nomor 

29/Pid.B/2019/PN Snj. Terdakwa atas nama 

KAYUNG BIN SAKKA yang identitasnya telah di 

sebutkan dalam surat dakwaan dan terrdakwa pun 

membenarkan itu telah telah melakukan tindak 
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pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan 

meninggalnya korban BABA BIN NURUNG. Oleh 

karna terdakwa mengakui dan mampu bertanggung 

jawab, maka benar dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana. 

2. Unsur dengan sengaja melukai berat yang 

mengakibatkan kematian 

Dalam unsur dengan sengaja melukai berat yang 

mengakibatkan kematian,perbuatan tersebut 

disyaratkan opzet atau sengaja menimbulkan luka 

berat pada tubuh orang lain yang, sedangkan dalam 

pasal 351 ayat (2) hanya menghedaki timbulnya 

akibat itu. Dari hasil persidangan ditemukan fakta-

fakta bahwa terdakwa benar telah memarangi 

korban beberapa kali dan berulang-ulang. Namun, 

korban tidak mengetahui pasti bagian mana tubuh 

korban yang terrkena sabetan parang, hal ini iya 

lakukan karna spontanitas atau terpaksa supaya 

korban berhenti memarangi korban tapi pada 

kenyataannya korban mendapatkan banyak luka 

berat dan kehilangan nyawa. Dilihat dari beberapa 

dakwaan penuntut umum maka pasal 354 ayat (2) 

yang merupakan dakwaan subsidair telah 
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memenuhi unsur tersebut. Oleh karna dakwaan 

subsidairnya telah terbukti maka majelis hakim 

tidak mempertimbanmgkan dakwaan lebih 

subsidairnya dan seterusnya. Dengan ini terdakwa 

dikenakan sanksi dan dijatuhkan pidana, dalam hal 

menjatuhkan pidana hakim perlu memperhatikan 

serta mempertimbangkan dahulu keadaan yang 

memberatkan dan meringankan. Misalnya, kasus 

tindak pidana penganiyaan berat yang 

mengakibatkan kematian. Dari hasil wawancara 

kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri 

Sinjai Rizal Ihutraja Siregar, S.H, mengatakan: 

Rumus dasar untuk menentukan seseorang 

dapat di pidana yaitu ada perbuatannya, ada 

manstreanya terus di lihat pertanggung 

jawaban pidananya yaitu alasan penghapus 

pidana dan alasan pembenarnya, misal 

perbuatannya ada, dinilai dari keterangan 

saksi, bukti surat (visum), keterangan 

terdakwa, dan  keterangan ahli. Dalam 

hukum pidana untuk hakim menjatuhkan 

putusan dan menyatakan orang bersalah 

disertai dengan 2 alat bukti yang sah dan haki 

memperoleh keyakinan bahwa si pelakulah 

yang melakukan perbuatan tersebut dan 

terpenuhi pasal 183 KUHP.(Sinurat, 2021) 
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Adapun hal-hal yang memberatkan 

hukuman terdakwa, yaitu Perbuatan terdakwa 

mengakibatkan korban Baba Bin Nurung 

meninggal dunia 

Sebaliknya hal-hal yang dapat meringankan 

tetdakwa, yaitu; 

a Terdakwa belum pernah dihukum 

b Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan 

mengakui perbuatannya 

c Terdakwa adalah tulang punggung keluarga  

Dari hasil pertimbangan hakim dan fakta 

yg terungkap dipersidangan, maka terdakwa 

dikenakan sanksi pidana selama 7 (tujuh) tahun 

serta membebankan biaya perkara ke terdakwa  

sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 

                                                                                              

.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, 

maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor 

29/Pid.B/2019/PN Snj. Penuntut umum menggunakan 

dakwaan berlapis yaitu pada pasal 338 dan 354 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-

unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta 

dipersidangan. Maka dari itu penerapan  hukum pidana 

dalam kasus tersebut sudah sesuai dan tepat. 

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Snj. Berdasarkan fakta 

dipersidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah 

melakukan tindak pidana pemganiyaam berat yang 

mengakibatkan kematian. Majelis hakim pengadilan 

Negeri Sinjai menjatuhkan pidana selama (7) tujuh 

tahun dan membebaskan dakwaan primair penuntut 

umum. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan 
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saksi yang dapat memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Adapun kesimpulan dari putusan majelis 

hakim dalam mengambil putusan kepada terdakwa 

dengan memperhatikan kejadian serta fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan. 

B. Saran 

1. Majelis hakim dalam memberikan atau menjatuhkan 

putusan harus benar-benar memberikan nilai keadilan 

2. Dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berdasar 

dari penuntut umum melainkan pada dua alat bukti dan 

keyakinan hakim itu sendiri, serta memperhatikan 

kebenaran dari fakta-fakta dan mempertimbangkan 

dengan baik.Dalam memberikan sanksi atau putusan 

harus berdasarkan faktor yang memberatkan atau 

meringankan sehingga tercipta keadilan di masyarakat. 
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